Pusat Kajian Anggaran, BK DPR RT
DAV — (AD CF

DANA Ji

Memperhitungkan

ALOKAST o
UMUM -

Irmplementasi dan Permasalahan di DAU=Dana Alokasi Umum, AD=Alokasi Dasar, CF=Celah Fiskal

Daerah

Variabel kebutuhan
fiskal: penduduk, wilayah,
indeks kemiskinan, indeks
harqga konstruksi.
Variabel kapasitas fiskal:
pendapatan asli daerah

(PAD), DBH Pajak, DBH SDA.

2003

Formula Perhi+un90n DAV

dari PDN Neit{fo.

2005-200S

* Diberlakukan kebijakan nen
hold harmless.

e Perhitungan alokasi DAU
berdasarkan formula mulai
dilaksanakan secara penuh

e Pemotongan DAV akibat
penyelesaian kewajiban

+un990|<an Pinjaman

2008

sanksi pemotongan DAV akibat
+idak memenuhi kewajiban
hibah atau bantuan pendanaan

kepada daerah otonom baru

20]1

Sanksi Penundaan/Pemo+On90n
DAV apabila tidak memenuhi

Alokasi Dana Desa

20]S

Adanya kenversi penyaluran
DAV dalam bentuk

nhontunai

2016

ditetapkan sebesar 25,S perser

Perkembangan Kebgakan DAV

 Formula perhitungan DAV sekurang-kurangnya sebesar 2S persen dari PDN Netto

* dihitung dengan formula fiscal qap, yaitu denqan memperhitungkan antara fiscal need «
fiscal capacity

» Variabel kebutuhan fiskal: penduduk, wilayah, kendisi qeoqrafis, pendapatan penduduk n

Variabel dalam kapasitas fiskal: potensi industri, SDA, SDM, dan PDRB.
e Kebijakan held harmless

e Porsi DAV untuk provinsi sebesar 10 persen dan untuk kab/kota sebesar &S persen
e Bobot luas wilayah laut sebesar 4Spersen provinsi dan S0 persen kab/kota.

200/-2002

* Formula DAV sekurang-kurangnya 26 persen.

*» Komponen kapasitas fiskal disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal
(CF).

e Sanksi penundaan penyaluran 2S persen tiap bulan apabila daerah terlambat

menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah

2006

PDN Netto DAU merupakan hasil penqurangan antara pendapatan dalam negeri yang
merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak dikurangi denqan penerimaan neqara yanq dibagihasilkan kepada daerah
yaitu DBH, serta belanja yang sifathya earmarked dan angqaran yang sifatnya in-

out

2007

PDN Netto juga memperhitungkan besaran subsidi yanq dihitung berdasarkan
bobot/persentase tertentu sebaqai faktor penqurang dalam rangka antisipasi
dampak kenaikan harqa minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap

menjaqa peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

2009

e Pagu DAV bersifat dinamis atau tidak final. (PMK No.S0/PMK.07/2017).
e Memberikan bobot luas wilayah laut untuk kabupaten/kota menjadi masing-masing 100

persen.

e Proporsi DAU mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada
provinsi, Sekurang-kurangnya 25 % dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk
belanja infrastruktur.

* Adanya pemotongan DAV akibat penyelesaian tingqakan iuran jaminan kesehatan

* Kewajiban penyampaian laporan belanja infrastruktur

2017-2013 _



DAV selalu mengalami peningkatan dar tahun 2010 sampai tahun 2017. Perfumbuhan realisasi DAV selama +ahun
2010-2017 mencapai rata-rata 10,09 persen
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Implementasi dan Permasalahan

Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap DAV
v

KGS?CIPCIH Pemcla +erhac|a|9 Kebgakan

, , , roporsi Dana Perimbangan dalam postur pendapatan daerah dari
DAU y0n9 BerSl{Cl"' DH'\CIW\IS +ahun 2010-2017 selalu fc)licrh:ls SO persen dengan rata-rata 61,32
Daerah belum bisa menyesuaikan dengan kebijakan persen. Sementara rata-rata proporsi DAU sendiri dalam

paqu DAV yang bersifat dinamis. Di samping itu, daerah pendapatan daerah selama tahun 20/0-2017 sebesar 4l persen.
juga dihadapkan pada ketidakpastian akan sumber
pendapatan lainnya baik PAD maupun Dana Transfer ke
Daerah yanq lainnya seperti DBH dan DAK yang

Realisasi Pendapatan Daerah 2010 - 2017

berbasis pada kinerja. Hal ini mengakibatkan - PAD
program/kegiatan daerah yanq telah dilaksanakan e
ataupun yanq sudah dilelang berpotensi tertunda atau

diperbaiki . 62,49% | 62,57% 53.70% 1 g2 81% || o oAU

60,73%  27.05%

. B Pendapatan Lainnya
DAV vs Belanja Daerah
Proporsi Daper dalam
Dalam komposisi belanja APBD, belanja peqawai menduduki bz el
porsi terbesar dalam poes belanja daerah clengan rata-rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

sebesar 39,96 persen selama tahun 2010 -20/7, meskipun Tahun
proporsinya mengalami penurunan

Apabila dibandingkan denqan besaran realisasi DAV, maka rasio rata- Besarnya porsi Dana Perimbangan khususnya

rata belanja peqawai tidak langsung terhadap rata-rata DAV selama DAV dalam kempoesisi pendapatan daerah
tahun 2010-2017 memiliki bobot terbesar dibandingkan dengan rasio tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DAU
belanja lainnya terhadap DAV

menjadi penopang daerah dalam membiayai pos-

Perbandingan Rata-rata Realisasi Belanja Pegawai  m Belanja Bunga terhadap DAU Pes be , a f\;\ anya.
e e H B B B EEENI
M Belanja Tidak Terduga terhadap DAU
M Belanja Subsidi terhadap DAU Pe me h a M d _l_o e d o
. nunan Mandatory Spending

EBelanja Bantuan Sesial terhadap DAU

m Belanja Pegawai terhadap DAU
6.4% [ 800%

4 3%

1,21/
3 Tdk Memenuhi
11% 87 d N

0.1% Belanja Bantuan Keuangan kpd 58%
Prop/Kab/ Kota dan Pemdes

B Belanja Barang dan Jasa terhadap
DAU

M Belanja Modal terhadap DAU

b 7% ’
20 5%

| ~ Daerah yan? memenuhi
Mmenuhi Kewajibn Dana Transter Umum untuk

42% belanja infrastruktur
sebesar minimal 25 %
hanya sebanyak 229 atau
42% dari

S42 daerah. Sementara
dalam hal pemenuhan
kewaiiban juran jaminan
keseﬁa-}an, per juni 2018
pun masih terdapat daerah
yang menungaak, yakn]
Adanya Alokasi Dasar (AD) dalam formula DAV sebanyak || daerah
merupakan salah satu faktor yan menjadi insentif bagi
daerah untuk mengqunakan DAV dalam keEerluan belanjc
peqawai. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa DAV
diperuntukkan untuk belanja Pe%awai dan menyebabkan
proporsi DAU yanq dapat a)iman aatkan untuk belanja
infrastruktur menjadi lebih kecil.

H B
Penutup

 Menqutamakan program-program prioritas melakukan
efisiensi pada pos angqaran yanq tidak produktif
 Menyesuaikan kentrak dengan membuat klausul kentrak
yanq lebih tleksibel * Mengoptimalkan penerimaan di luar DAU

e Reformulasi dalam alekasi DAV dan diseminasi secara * Memberikan sanksi yanq teqas melalui pemotongan DAU

EBelanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota
dan Pemdes

m Belanja Hibah terhadap DAU

0,2%

01%

belum ada sanksi yanq diberikan
 Belanja Pegawai Tidak Langsung apabila daerah tidak memenuhj

hadap DAU >
rerhadap D kewayban {ersebut.

berkesinambungan dari pemerintah pusat, sehingqa dapat apabila daerah tidak memenuhi kewajiban pengqunaan 25
menqubah persepsi dari pengqunaan DAV untuk belanja persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur
peqawai menjacli berfokus pada belanja modal dan serta penqawasan secara berkelanjutan terhadap
peningkatan pelayanan publik. Serta Porsi belanja pemenuhan mandatory spending.

peqawai juqa perlu dirasionalisasi dengan adanya * Sosialisasi yanq berkelanjutan terkait kewajiban
penyederhaan kepeqawaian atau perampingan birokrasi penyampaian laporan IKD dan laporan belanja infrastruktur.



